
GUMIUR TI'EA tIIO(rANA lIIt'R

PERATI'RAI{ OT'EER,IIUR ITUSA TE[(X}/IRA TIUUR
Ifof,OR,4r TAHUlt 2Ol4

TENTANG

PERUBA}IAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI

PEIiMJLUTIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DETOA.r RAEXAT 1I'HAIf YAXC XAHA EAA
OUBERrI'R IiUAA TITGGARA TITUR,

x.nlnbrlt : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 telah
dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa dalam rangka mendukung enam tekad
Pemerintal Provinsi Nusa Tenggara Timur scrta
terwujudnya penguatan kelembagaan ekonomi
petani dan peningkatsn usaha pctani menuju
tercspainya industri agribisnis yang
berkelanjutar maka p€rlu adanya perubahan
susr,rnan keanggotaan Badan Koordinasi
Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimtna
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapksr Peraturan Gubemur tentang
Pembahan Atas Peraturan Gub€mur Nusa
TenggaJa Timur Nomor 43 Talun 2009 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan
Provinsi Nusa Tenggaia Timur;

f.lglpgrt Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang Pembenhrkan Daerah-daerah Tingkat I
BaIi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (L€mbaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahar l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun l99o tentang
Konservasi Sumberdaya A.lan Hayati dan
Ekosistemnya (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun l99o Nomor 49, Tambalan
L:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor
3419);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
92, Tambahan t€mb?ran Negara Republik
lndonesia Nomor 4O); I

: l.

3.



4.

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indoneeia Nomor 3656);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kchutanar (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
388a) scbagaimana teLah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan
Menjadi Undang-Undang (L€mberan NeSara
R€publik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor E6,
Tambahan L€mbaran
lndonesia Nomor 4412);

Negara Republik

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Oo4.
tentang Perkebunan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan lembaran
lndonesia Nomor 4411);

NeSara Republik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tarnbahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagsilnana telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9
tentang Perubanan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentsng Perikansn
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahr:n
2oO9 Nomor 154, Tambahan Lmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Pertnbangar Keuangan Antara
Pem€rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

7.

9. Undang-Undant Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan PertaJrian,
Perikanan dan Kehutanan (L.mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46,60) ;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan
(L€mbaran Negara Repubuk lndonesia Tahun
20O9 Nomor 84, Tambahan l.€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O15) sebagaimana
tel,ah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4l Tahun 2014 tentsng Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor l8 Tahun 2OO9
tentang Petemakan dan Kesehatsr Hewan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 338, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619); ,!



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4
tentang Pemerintahan Daerah (l€mbaran
N€gara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) s€bagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2O02
tentang Ketahanan Pangarl (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 142,
Tambahan L:mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4254);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2Oo7 Nomor 89, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4741);

14. Peiaturan Presiden Nomor 154 Tahun 2O14

tentang Kelembagaan Penyu.luhan Pertanian'
Perikanan darr Kehutanan;

15. Peraturan Daerah Provinei Nusa Tenggara
Timur Nomor I I Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keda
Inspektorat, Bappcda dan l€mbaga Telqris
Oairatr Provinsi Nusa Tenggara Timur
fi:mbaran Da€rah Provinsi Nuaa Tenggara
Timur Tahun 2008 Nomor O11 Seri D Nomor
oo4. Tambahan kmbaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0020)
sebaggimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
12 Tahun 2013 tentsng Perubahan Atas
Peraturan Daerah hovinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 11 Tahun 2oo8 tentang
Orcanisasi dan Tata Kerja lnspeldorat'
Bafpeda dan L.mbaga Teknie Daerah Provinsi
Nu& Tenggara Timur (L€mbaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2o13
Nomor 012, Tambahan l€mbaran Daerah
hovinsi Nusa Tenggara Timur Nomor OO65);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2014 t€ntang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
itembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
'i"imur Tahun 2O14 Nomor 0o9, Tambahan
Lembaran Daerah kovinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor OO75); I



Xcnctrptu

XEXUTUSBAT:

PERATURAN GUBERNUR TEMANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENC'GARA
TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN
PET,IYT'LUHAN PROVINSI
TIMUR.

KOORDINASI
NUSA TENGGARA

Pasal I

Ket€ntuan Pasal 4 ayat (l) huruf d dan ayat (2) dalam Peraturan Gubemur
NuBa Tenggara Timur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentul€n Badan
Koordinasi Penyutuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinei Nusa Tenggara Timur Tahun 2OO9 Nomor lOS Scri D Nomor OO7)

diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut;

Pasa-l 4

(U Susunan organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagai berikut:

e.

Gubemur Nusa Tenggara Timur S€laku Ketua;
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur sclaku Ketua Harian merangkap
anggota;
Kepala Badan Kctahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa
Tenggara Timur selaku Sekretaris merangkep anggota;
Kepsla Dinae Pertanian den Perkebunan, Kepala Dinas Kelautsr
dan Fcrikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas
Peternakan, Kepal,a Dinas Koperasi dan UMKM, Kcpala Dinag
Pariwisata dan Ekonomi lkeatif, Kepala Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sclaku AngSota;
Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyu.luhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Produksi Tanarnan
Pangan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinei NuBa Tenggara Timur, Sekretarie Dinae pada
Dinas Kchutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang
Pengembangan Petemakan pada Dinas Peternakan Prcvinsi Nusa
Tenggara Timur, Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi dan
Pengembangan Sumber Daya Manueia pada Dinas Kopcrasi dan
UMKM Provinsi Nuss Tenggara Timur,Kepa.la Bidang Destinasi pada
Dinas Paris'isata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada BaPPeda
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kepela Bidang Sumberdaya
Alam pada BLo Ekonomi Sels€tariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur selaku Anggota.

(2) StruktrJr Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan kovinsi Nusa
Tenggara Timur yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peratuan Gubemur ini. I

a.
b.

c.

d.



(3) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam
meLa.ksanakan tuaas koordinasi, integrasi dan sinlqonisasi di bidang
penyuluhan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait,
pcrguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.

Pasal II

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai b€rl,aku, Struktur Organisasi
Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur
s€bagaimana tercaltum dalam Lampiran PeratLrran Gubernur Nomor
43 Tahun 2OO9 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan
Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatalGn tidal berl,aku'

Peratrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggel diundangkan.

Agsr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(u

(21

t1

rycugeerun rusA TENGGARA TtMUR,,t
tL/

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3a EqrIb+ 2Ol4

I rners r,EBU

Diundangkan di Kupang
pada tsnggal

lsE
T PROVINSI

20t4

nnetlf-fUn,\

vrnrrgtsrus sAr,u

BERITA DAERAH PROVINST NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014
NOMOR
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PWERIITTAE PROvlfSI N'BA TENIGGARA TIIUR
AETRETARIAT DAERTE

Jln, Rryr E[ Terl lfo. 62 T.lD. OlttGtilr$r66 Krtt rt

Kepada
Dari
Tansgsf
Nomor
Hd

':,.'lf nt,r J4?

rOTA DTTTA

Yth. Bapak Gubemur Nusa Tenggara Timur' di Kupang'

Sekretaris Daera.h Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang'
12 Januari 2015.
|Jk.o3.7 l03l2or5.
Permohonan Penandatanganan Naskah Peratursn Gubemur Nusa

i;il; Ti-t t t"ttt t g Ferubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa

i;;A; Ti-ur Nomorlg Tahun 2oo9 tentang Pembentukan Badan

ioofrinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur'

,ARIS DAERAH

S€suai Surat Pengantar dari Kepala Badan Ketahanan P3:ISan dan

Penvuluhan Provinsi Nusa Tenggara l+Y- - . ^o-ot 
i

iiii'{oo tiz txii izo i+ tangsar oe Desember 2014, Hat Mohon Koreksi'

-;;'-ieisait itti ai""-p"it"tt kepada Bapa} Naskah Peraturan

6;berrr; Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan A!"j^^Ptt"*
il;;; xusa reiggsra Timur Nomor 43 Tahun 2009 tent€ng

P";;;*k " badan Toordinasi Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Dapat dijetaskan bahwa bcrdasarkan Peraturan Gube1tur Nuaa

r"ncca;-Tim,; Nomor 43 Tahun 2Oo9 tetreh dib€ntuk Badan Koordinasi
penirtufran Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Bahwa dalam rangka mendukung enarn Ekad Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur sena terwujudnva .ptlc"tgll,..t9T}1g:::.ir""m 
"?t""t 

dan pcningkatan usaha petani. menuju tercspamya

#;:# #bt;;i"-v.tirg btt"k"r"tjutan malia perlu. adanva perubahan

":"-",iL -t rtgg""ir". -eaaan xbrdinasi Pe;yuruhan Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada -Bapak 
untuk

-"""1'rJ"iittgFu"stln 
pet"tutatt Gubemur rlirnaksud sebaSaimana

terlamPir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami

haturlGn limpah terirna kasih'

{lrccanenuun' 1

AMA MADYA
198610 I 003

t/
.Qttt ' ''\fu
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN/
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

Jl. Polbi Militer, Kupang 6511'1
Telp. (03E0) 83328'1. 833470, Fax. (0300) 83i1169 Email : b2kpit@yahoo.com

Nomor
lampirdn
Perlhal

: BKPP. 806 I 72 ln'y'2014

Penganbr Perubahan Perauran Gubemur
NTT Nomor 43 Tahun 2009 bntang
Pembentukan Badan Kmdinat
Peowluhan Provinsi NTT.

Kupang, "9 D€semb€r 2014

Kepada
Ytr. lcpala Blro Hukum Seda NTT

di-
Kupan9

Mengingat sangat pentingnya perdn Pembangunan pertanian, perikanan dan
k€hubnan sebagEi salah sau tulang punggung pembangunan perekonomian naslonal

}rdng dltindaklanjuti dengEn terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
gstem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)

maka dib€nhik Eadan Koordinasi Penyuluhan tingkat Pro\/irrsi NTT berdasarkan
Peraturan Gubemur NTT No. 43 tahun 2009 d€ngan keanggoban m6lh terbatas
DlnavBadan llngkup Perbnian saja.

SekJebriat Badan Koordlnasl Penyuluhan (Bakorluh)/Badan Ketahanan Pangan

dan Periwluhan Prodnd NTf terus melakukan upayd-upaya unbik pqnantapan
re/itallsGi penwluhan pertanlan, perikanan dan kehubnan dl Ro\rlnd NTT secara

terpadu dan berjenjang bersama Pemerintah Kabupaten/Kob se-NTT. Unbrk lti kami
sampalkan draf Surat Keput6an Pe.ubahan FeratJ6n Gubemur Nusa Tenggara
Tlmur Nonor 43 Tahun 2009 tentang PembenbJkan Badan Koodlnasi Penwluhan
Pro\rinC NTT untuk dlkoreksl dan selanjuhya dltandatangani oleh bapak Gubemur
NTT.

Demikian disampaikan, atas pertEdan Bapak diucapkan terima k6ih.

KEPAI.A BADAN KETAHANAN PA'{GAN DAN PEN'I1'LUHAN/
K@RDINA' PEiI'IT'LUMI{

TEI{GGARA TIMUR

MUDA
I 003


